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BAB IV 

ANALISIS PERTIMBANGAN  HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN 

PENGADILAN AGAMA SIDOARJO  NO. 1473/Pdt.G/PA.Sda TENTANG 

PEMBATALAN NIKAH DENGAN ALASAN PEMALSUAN STATUS 

PERKAWINAN  

 

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim p terhadap Putusan Pengadilan Agama 
Sidoarjo Nomor 1473/Pdt.G/2011/PA.Sda  tentang Pembatalan Nikah dengan 
alasan Pemalsuan Status perkawinan 
 

Perkawinan  mempunyai  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  atau  

rumah tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  

Maha  Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974. Dan  untuk  mewujudkannya  haruslah  ada  ketulusan  dan  

kejujuran  antara kedua calon suami istri yang akan melangsungkan 

perkawinan. 

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, tentu saja tidak 

selamanya berada dalam situasi  yang damai dan tentram kadang-kadang 

terjadi kesalah pahaman antara suami isteri atau salah satu pihak yang 

melalaikan kewajibannya. Apabila salah satu dari kedua pasangan suami 

isteri merasa dirugikan, atau merasa ditipu, maka akibatnya suami dan isteri 

tidak sanggup lagi menjalankan pernikahannya. Jika hal tersebut tetap 

dilanjutkan, maka kehidupan rumah tangga akan bertambah buruk dan sering 

terjadi pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri. 
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Menghadapi kondisi yang demikian ini, menurut ketentuan hukum 

Islam, salah satu pihak dari suami isteri dapat memfasa>h} perkawinannya.1 

Adapun prosesnya harus melalui PA, karena hakimlah yang memberi putusan 

tentang terjadinya pernikahan atau terjadinya perceraian. Oleh karena itu, 

harus ada bukti yang lengkap, nyata dan jelas, sebab alat bukti tersebut dapat 

menjadikan keyakinan bagi seorang hakim yang mengadilinya. 

Untuk menyelesaikan suatu perkara  yang di ajukan ke PA dan supaya 

keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka seorang hakim 

harus mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memberi putusan. Hal ini, 

agar dalam putusannya nanti dapat terwujud suatu keadilan yang 

mengandung kepastian hukum serta memberikan unsur kemanfaatan bagi 

kedua belah pihak. 

Seperti yang ada pada kasus pembatalan Perkawinan  

Nomor.1473/Pdt.G/PA.Sda di dalam kasus tersebut istri ketiga mengajukan 

gugatan ke PA Sidoarjo, karena suaminya telah memalsukan status untuk 

melakukan pernikahan dengan dirinya, yang mana sang suami mengaku 

berstatus sebagai seorang duda belum mempunyai istri lagi dan tidak 

mempunyai anak, namun pada kenyataanya tidak demikian. Selain itu di 

perkawinan tergugat dan penggugat ini tidak memenuhi syarat- syarat 

perkawinan yakni tidak memenuhi prosedur pelaksanaan perkawinan 

                                                           
1Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , Antara Fiqh Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan ...,242. 
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poligami yang telah di atur dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi 

hukum Islam, maka pernikahan tersebut sudah patut untuk di batalkan. 

Berdasarkan hasil riset yang telah di lakukan oleh penulis dalam bab 

III dijelaskan, bahwa pertimbangan hukum hakim PA Sidoarjo Nomor. 

No.1473/Pdt.G/PA.Sda terhadap pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan 

status perekawinan adalah sebagai berikut: “Penggugat dan Tergugat telah 

menikah pada tanggal 22 September 2010, dihadapan Pegawai Pencatat 

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota 

Surabaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/21/IX/2010 tanggal 22 

September 2010, dan setelah melangsungkan perkawinana, Penggugat dan 

Tergugat telah hidup bersama selayaknya suami isteri dan hidup bersama di 

Jalan Pahlawan III No. 2-B desa Sidokumpul Sidoarjo, Dan selama 

perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan 

layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak, bahwa semula kehidupan 

rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan tentram dan harmonis, akan 

tetapi sejak bulan Mei 2011, penggugat mengetahui ternyata tergugat masih 

terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan lain yang bernama 

ISTRI LAMA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/170/IV/1995 

tertanggal 21 Mei 1995 yang tercatat pada Nikah pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Wonokromo Surabaya, penggugat ternyata ditipu oleh tergugat 

dengan memalsukan statusnya. Tergugat yang mengaku sebagai duda, namun 

ternyata telah dan masih mempunyai isteri yang sah bernama ISTRI LAMA 

dan belum bercerai, dalil tersebut dikuatkan oleh bukti (P.2) dan keterangan 
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para saksi yang menyatakan bahwa Tergugat dengan Istri Lama masih terikat 

sebagai suami isteri yang sah dan belum cerai.” 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis 

menilai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 

tanggal 22 September 2010 tidak memenuhi ketentuan Pasal 3,4 dan 5 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum 

Islam dan bertentangan dengan ketentuan pasal 27 (2) Undang-undang 

Nomor 1 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 (a). 72 (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh 

karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dibatalkan. 

Adapun isi dari pasal 3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

adalah: 

Pasal 3 
 

1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang isteri.seorang wanita hanya boleh mempunyai 
seorang suami. 

2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri 
lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan. 

Pasal 4 
1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 

2. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada 
seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : 
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembunyikan; 
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan 
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Pasal 5 

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut : 
a. adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri; 
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 

hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri 

dan anak-anak mereka.  
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak 

diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isterinya tidak mungkin 
diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, 
atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 
2(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat 
penilaian dari Hakim Pengadilan.2 

 

Pasal 27 (2) 

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah 
sangka mengenai diri suami atau isteri.  
 

Sedangkan di dalam pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam 

dijelaskan, bahwa : 

Pasal 56 

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin 
dari Pengadilan Agama. 

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut 
tata cara sebagaimana di atur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 
Tahun 1975 

3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat 
tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Pasal 58 

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk 
memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu : 

                                                           
2 WIPRESS, Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007, Pasal 3,4,5, (Jakarta: Wacana 
Intelektual, 2007), 2. 
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a. adanya persetujuan isteri. 
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 

isteri dan anak-anak mereka. 
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan 

pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat 
diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada 
persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan 
isteri pada sidang Pengadilan Agama. 

3. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi 
seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai 
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau 
apabila tidak ada kabar sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab 
lain yang perlu mendapat penilaian Hukum.3 

Pasal 72 ayat (2) dijelaskan: 

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan 
perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi 
penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau diri isteri. 4 
 

Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa 

barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari 

kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya pernikahan dapat mengajukan 

pembatalan pernikahan, demikian juga pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum 

Islam bahwa suatu perkawinan dapat di batalkan apabila seorang suami 

melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.  

Dengan dikabulkannya pembatalan nikah tersebut maka, akta nikah 

dan kutipan akta nikah Nomor 315/21/IX/2010 tangal 22 september 2010 

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan 

Kabupaten Surabaya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.  

 

                                                           
3 WILPRESS, Kompilasi Hukum Islam, pasal 56, 58, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), 189-
190. 
4 Ibid., 193-194. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68 
 

Menurut  Majelis  Hakim,  keputusan  pembatalan  perkawinan  

tersebut didasarkan  pada  pertimbangan  adanya  fakta-fakta  hukum  yang  

dinyatakan telah  terbukti  dan  cukup  alasan  bahwa  suami  (Penggugat)  

telah  melakukan penipuan dengan  memalsukan status pekawinannya.  

Pertimbangan  tersebut berdasarkan  pada  pasal  72  ayat  (2)  Kompilasi  

Hukum  Islam  yang  pada intinya  menegaskan,  bahwa  seorang  suami  atau  

istri  dapat  mengajukan permohonan  pembatalan  perkawinan,  apabila  pada  

waktu  berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka 

mengenai diri suami atau istri.  

Penipuan  yang  dimaksud,  termasuk  didalamnya  adalah  penipuan  

mengenai status diri salah satu pihak  yang dengan sengaja dilakukan ketika 

mencapai tujuan  tertentu.  Dalam  perkara  ini,  suami  (Tergugat)  terbukti  

telah melakukan penipuan dengan sengaja dimana tergugat mengaku sebagai 

duda cerai dengan melampirkan akta cerainya, padahal kenyataannya  

tergugat masih berstatus suami dari istri pertama yang sah dan sudah 

dikaruniai 3 orang anak. Penggugat baru mengetahui bahwa akta cerai yang 

digunakan tergugat untuk menikahi dirinya di dapat dari pernikahan kedua, 

sedangkan status tergugat dengan istri pertama masih sah sebagai suami istri. 

Selain itu, dalam mengambil keputusan Majelis Hakim 

berkesimpulan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah 

melanggar aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki 

hendak beristeri lebih dari seorang, jika seseorang suami hendak menikah 

untuk ke dua atau ketiga kalinya hendaknya mengikuti prosedur yang telah 
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ada, dengan meminta izin pengadilan agama terlebih dahulu sebelum 

melaksanakan perkawinan poligami, agar perkawinannya dapat dikatakan sah 

menurut hukum islam dan hukum negara. Dari penjelasan di atas Majelis 

berpendapat  bahwa  permohonan  pemohon  telah  terbukti  menurut  hukum 

sesuai Pasal 56 dan pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan 

maksud tersebut, maka  perkawinannya  dapat  dibatalkan  sesuai  Pasal  71  

huruf  (a) Kompilasi Hukum Islam.  

Berdasarkan  fakta-fakta  yang  diperoleh  dalam  persidangan,  maka  

Majelis Hakim berpegang pada keterangan  saksi dan penggugat, yang  

tujuannya  untuk melindungi  kepentingan  pemohon/penggugat  yang  dalam  

hal  ini  sebagai  pihak  yang dirugikan  dan  pihak  yang  telah  ditipu.  Oleh  

karena  itu  Majelis  berpendapat bahwa permohonan pemohon telah  terbukti 

menurut hukum sesuai pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, sehingga 

perkawinan dimaksud  patut dibatalkan. 

Dalam hukum acara perdata, pengakuan yang di ucapkan dihadapan 

Hakim adalah merupakan bukti yang sempurna dan merupakan alat bukti 

yang menentukan.5 Akan tetapi dalam kasus tersebut tidak ditemukan adanya 

perlawanan dari pihak Tergugat dan oleh sebab itu gugatan dikabulkan oleh 

Hakim dengan putusan VERSTEK yaitu Penggugat dianggap menang dan 

Tergugat dianggap kalah.6 

Dengan demikian, alasan-alasan yang diajukan tersebut telah 

diperkuat oleh bukti saksi dan akta nikah dengan berbagai pertimbangan yang 

                                                           
5 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,cet:13 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),382. 
6 Ibid., 383. 
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ada. Maka Hakim dapat memutuskan pernikahan antara penggugat dan 

tergugat tersebut dengan alasan tidak harmonis dan telah terjadi perpecahan 

keluarga yang sulit untuk dipersatukan lagi. Oleh karena itu alasan dari 

penggugat dianggap telah memenuhi syarat, sehingga Hakim dapat 

memutuskan perkara ini dengan merujuk pada UU No 1 1974 jo pasal 27 (3) 

yang mana apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu 

menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu 

masih tetap hidup sebagai suami siteri, dan tidak menggunakan haknya untuk 

mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Dan oleh 

karenanya dasar pertimbangan hukum Hakim yang telah mengabulkan 

permohoan pembatalan nikah karena adanya pemalsuan status suami dalam 

perkara ini dianggap sudah tepat. 

 
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 

1473/Pdt.G/PA.Sda Tentang Pembatalan Nikah dengan alasan Pemalsuan 
Status Perkawinan 
 

Berdasarkan pada perkara pembatalan perkawinan, khususnya dalam 

perkara pembatalan perkawinan di pengadilan Sidoarjo ini, Perbuatan 

penipuan dengan cara  pemalsuan yang dilakukan  oleh  Tergugat  merupakan  

suatu  jenis  pelanggaran  terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan 

memperoleh  keuntungan bagi diri sendiri  atau  bagi  orang  lain.  

Pemalsuan/penipuan di dalam hukum Islam disebut dengan (ghara>r), 

gharar merupakan salah satu unsur yang dapat membatalkan akad..  
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Perkawinan yang dilaksanakan dengan pemalsuan  sudah  sepatutnya  untuk  

dibatalkan. 

Gha>rar merupakan salah  satu  penyebab  terjadinya  fasad. Fasad 

dimaknai sebagai perubahan sesuatu dari keadaan normal yang baik menjadi 

tidak normal (rusak), juga dimaknai  batal. Sedangkan  lebih  luas  lagi, fasad 

diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak sesuai dengan  aturan seperti 

kezaliman, fitnah,  dan  sebagainya.  Oleh karena  itu, akad  merupakan  unsur 

penting  dalam  suatu  perikatan  untuk  menghindari  ketidakjelasan  dan 

memperjelas tujuan. Gha>rar merupakan  salah  satu  unsur yang  dapat  

membatalkan  akad. Perkawinan yang dilaksanakan dengan pemalsuan sudah 

sepatutnya  untuk  dibatalkan.7 

Penipuan  dalam  hukum  pidana  disebut  juga  dengan  kejahatan.  

Penipuan masuk  kedalam  hukum  pidana  (delik  pidana)  Pasal  378 KUHP.  

Seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila ia dengan melawan hak 

bermaksud hendak menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain.  “Melawan  

hak’’  disini  bisa dicontohkan  memakai  nama  palsu,  perkataan-perkataan 

bohong dan sebagainya. Pada Penipuan ada unsur kesengajaan pada diri 

pelakunya.8 

Perbuatan penipuan khususnya dengan cara pemalsuan merupakan 

suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar: 

 

                                                           
7http://syakirsula.com/index.php?option=com.content%view=article%id=162:ghararketidakpasti
an-dalam-asuransi-syariah%catid=32:asuransi-syari’ah%itemid=76 diakses tanggal 15 Mei 2015 
8 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 378, Cet:1(Surabaya: Grahamedia 
Press,2012),106. 
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1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam 

kelompok kejahatan penipuan.  

2. Ketertiban  masyarakat  yang  pelanggarannya  tergolong dalam  

kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban umum. 

Perbuatan/ pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, 

apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas 

sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau  kebenaran tersebut  dimilikinya. 

Akibat yang ditimbulkan dari pemalsuan adalah membuat orang lain 

terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas 

barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. 

Di dalam hukum Islam sendiri terdapat beberapa pertimbangan-

pertimbangan yang berupa alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya 

pembatalan nikah. Hukum Islam memberikan hak t}ala>q kepada suami untuk 

menceraikan istrinya, dan hak khulu>’ kepada isteri untuk menceraikan 

suaminya, dan hak fasa>h} untuk keduanya (suami, isteri).9 

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan Fasa>h}.  

Di dalam hukum Islam suatu perkawinan dapat di batalkan apabila tidak 

terpenuhinya rukun dan syarat suatu perkawinan. Adapun  rukunnya dan 

syarat perkawinan adalah: 

1. Adanya calon pengantin laki-laki  

2. Adanya calon pengantin perempuan 

3. Adanya wali dari pihak pengantin perempuan 

                                                           
9 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, menurut madzhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, 
Hambali,(Bandung:mizan Media Utama,2002), 155. 
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4. Adanya 2 orang saksi 

5. Ija>b dan qabu>l (aqad nikah) 

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-

syarat sebagai berikut : 

1. Syarat-syarat pengantin pria : 

Syari’at Islam menentukan beberapa syarat yang harus di penuhi 

oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu: 

a. Calon suami beragama islam 

b. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki 

c. Orangnya diketahui dan tertentu 

d. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan cal\on isteri 

e. Calon mempelai laki-laki tahu / kenal pada calon isteri serta tahu 

betul calon isterinya halal baginya 

f. Tidak ada paksaan  

g. Tidak ihrom 

h. Tidak punya isteri yang haram di madu dengan calon isteri 

i. Tidak sedang ber isteri empat 

2. Syarat calon pengantin perempuan : 

a. Islam 

b. Terang bahwa ia wanita bukan khuntsa 

c. Wanita itu tentu oranngnya 

d. Halal bagi calon suami 

e. Wanita itu tidak dalam masa iddah 
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f. Tidak terpaksa 

g. Tidak dalam keadaan ihrom dan haji 

Jika rukun dan syaratnya di atas telah di penuhi, maka perkawinan di 

anggap sah. Pada poin di atas ada penjelasan bahwa calon suami dan calon 

isteri harus terang atau jelas orangnya, maksud dari kata terang atau jelas 

disini bukan hanya dalam arti jelas kelaminnya saja namun kata jelas disini 

juga bermakna jelas identitas dan statusnya, baik masih jejaka, menikah  

maupun duda. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka perkawinan dapat 

dibatalkan. Seperti yang sudah penulis paparkan pada bab II, bahwa selain 

tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, ada juga faktor-faktor lain 

yang dapat membatalkan perkawinan yakni : 

1. S}iqa>q 

Yaitu adanya pertengkaran suami dan isteri yang terus menerus. 

Ketentuan tentang shiqa>q ini terdapat dalam QS: an-Nisa ayat 35. 

                              

                         

Artinya: jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, Maka kirimlah seorang hakam( juru pendamai) dari 
keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. 
jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 
 

2. Adanya cacat  

3. Ketidak mampuan suami memberi nafkah 

4. Suami gaib (al- mafqu>d) 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75 
 

Maksud gaib disini adalah suami meninggalkan tempat tinggalnya 

dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam 

waktu yang lama. 

5. Dilarangnya perjanjian dalam pernikahan  

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya, 

pemalsuan status dapat menjadi salah satu faktor dan penyebab dari 

pembatalan perkawinan, karena di dalam hukum Islam juga ada ketentuan 

bahwa syarat perkawinan itu harus (Terang)  jelas calon pengantinnya, 

hal ini diisyaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar, tidak mengalami 

hambatan-hambatan. Adapun yang di maksud jelas disini juga terkait 

dengan status dan identitas saat melakukan pendaftaran perkawinan. Jika 

terjadi ketidak jelasan terhadap  status salah satu calon pengantin, maka 

perkawinan tersebut tidak bisa dikatakan sah menurut hukum yang ada.  

Selain adanya syarat yang tidak terpenuhi, dan adanya prosedur 

poligami yang tidak di patuhi oleh tergugat,  majelis hakim juga melihat 

dari sisi kemud}aratannya, dengan tidak adanya keharmonisan lagi di 

dalam rumah tangganya, dan tidak adanya komunikasi yang baik antara 

suami isteri, maka perkawinan tersebut tidak mencapai maksud dari 

perkawinan itu sendiri. Keadaan ini  terjadi setelah Penggugat 

mengetahui bahwa Tergugat masih beristri dan  mempunyai anak, 

Penggugat merasa ditipu sehingga dia sudah tidak  mungkin  lagi 

mempertahankan  perkawinannya  dengan Tergugat.  
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 Perkawinannya dengan Tergugat  telah menimbulkan kemadlaratan 

bagi keduanya, antara tergugat dan dirinya sendiri. Dia merasa sudah  

tidak mungkin meneruskan perkawinannya  yang telah  dimulai dengan  

kebohongan  dan penipuan, sehingga dia mengajukan gugatan pembatalan 

perkawinan.   

 Dari  penjelasan di atas, penulis setuju dengan putusan hakim yang 

mengabulkan permohonan pembatalan nikah tersebut. Karena apabila 

perkawinan ini tetap berlanjut maka akan terjadi pertengkaran di dalam 

rumah tangganya dan tidak akan tercipta rumah tangga yang bahagia.  

Apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat  di teruskan, 

maka akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya. Karena sudah tidak 

ada kemitraan antara suami isteri, mebatalkan pernikahan penggugat dan 

tergugat lebih baik dari pada mempertahankannya, hal ini sesuai dengan 

kaidah fiqihiyah: 

   أَخَفَّهُمَا بإِِرْتِكَابِ  ضَراَراً اعَْظَمَهُمَا رُوعِيَ  مَفْسَدَتاَنِ  تَـعَارَضَ  ِ◌اذَا
“apabila terdapat dua pertentangan, kemafsadatan, maka dilihat 

mana yang lebih besar madharatnya untuk mengambil yang lebih 
ringan madharatnya”.10 

 
Dari keseluruhan dasar pertimbangan  hukum  yang  digunakan  oleh 

Majlis Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan 

Nomor.1473/Pdt.G/PA.Sda adalah hukum Islam dan Peraturan  

Perundang-undangan yang berlaku.   

 

                                                           
10 Imam  Musbikin, Qawaid al-Fiqhiyyah,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,1995), 76. 
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Dasar pertimbangan hukum Islam yang dijadikan Majlis Hakim 

dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan No. 

1473/Pdt.G/PA.Sda menurut penulis sudah sesuai, karena Majlis Hakim 

telah membatalkan perkawinan  antara  Penggugat dan Tergugat, karena 

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, 

bahkan tidak lagi serumah layaknya pengantin baru, dan perkawinan ini 

tidak memenuhi prosedur hukum yang ada.  




